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KEPUfUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA IAKARTA

NOMOR 640 T AHUN 1992

TENTANG

KETENTUAN TERHADAP PEMBEBASAN LOKASI/LAHAN TANPA lZIN DAR!
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubcmur KepaJa Daerah Khusus
Ibukota Jakarta NomoI 540 Tahuo 1990 tanggal 31 Maret 1990
setiap pembebuan lokasi/lahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
diwajibkan terlcbih dahulu memperoleh Sural Persetujuan Prinsip
Ptmbehasan Lokasi/Lahan (SP3L) daTi GuhernuI Kepala Daerah;

b bahwa dalam pelaksanaannya ternyata masih terdapat pemhebasan
tanah yang Ijilakukan tanpa izin dan tidak sesuai dengan prosedurl
tata cara sebagaimana yang telah ditetapkan dalarn Keputusan
Gubcrnur Kepala Daerah Khusus Ibulcota Jakarta tersehut di atas;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di abs dan dalam rangka
untuk meningkatkan pengendalian terhadap pembebasan IokasiJ
Iahan serla ~cepatan pembangunan fisik di wilayah Dacrah
Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan ketentuan lerhadap
pembebasan lokasi/lahan yang dibkukukan tanpa izin Gubernur
Kepab Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Guber~

nur Kepala Daerah.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ten tang Peraturan Dasll
Pokok--pokok Agraria;

2. Undang~Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok~pokok

Pcmerintahan OJ Daerah;

3. Unda.l18-Undang Nomor II Tahun 1990 ten tang Susunan Pcmerin~

tahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;

4. Peraturan Daerah Dat:rah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun
1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

5. Peraturan Daerah Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 3 Tahun
1987 tentang Pcnetapan Rencana Bagian Wilrtyah Kota untuk
wibyah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
Da. 11/3/11/1972 tangga12 Februari 1972 tentang Penyempwnaan
Prosedur Permohonan bin Pembebasan Penunjukan/Penggunaan
Tanah (SIPPT) serta prosedur pembebasan tanah dan benda-benda
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yang ada di atasnya untuk kepentingan dinas/swasta di wilayah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

7. Kcputulian Gubernw Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomar
540 Tahun 1990 tanggal 31 Maret 1990 tcntang Petunjuk Pelak·
sanaan Pemberian Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasil
I...ahan (SP3L) atas bidang tamh uotuk pembangunan fisik kota di
wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

Diwajibkan terlebih dahulu membiayai dan membangun sampai
siap huni Rumah Susun Murah (RSM) beserta. fasilitasnya
seluas 20% dad areal manfaat secara komersial yang lokasi,
jenis, dan kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur Ke­
pala Dacrah Khusus lbukota Jakarta.

Diwajibkan terlebih dahulu membiayai dan membangun sampai
siap pakai bangunan sarana dan alau prasarana lingkungan
yang lokasi. jenis, dan kriteria/rinciannya ditetapkan olch
Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta~

Diwajibkan membiayai dan mernbangun sampai siap pakai

Menerapkan KEPUTVSAN eUBtRNUR KEPXLX BAtRAA KAuSuS itiukUiX
JAKARTA TENTANG KETENTUAN TERHADAP PEMBEBASAN
LOKASI/LAHAN TANPA IZIN DARI GUBERNUR KEPALA DAE­
RAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

bangomn DlAlia dan alSO, pWMIJila bbiiijd bc:dasdiicah 3m a
prioritas kebutuhan yang ditetapkan olch Gubernur Kepala
Oaerah Khusus Ibukota Jakarta.

""sal]

Pasall

Setiap pembebasan lokasi/lahan seluas 5.000 m2 Icbih dan atau kurang
daTi 5.000 m2 yang terLetak pada jalur jalan prolokol yang dilakukan
oleh Badan/Perorangan wajib terlebih dahulu memperoleh Sural Perse·
tujuan Prinsip Pembcbasan Lokasi/Lahan (SP3L) daTi Gubernur KepaJa
Daerah Khums lbukota Jakarta.

Pasal2

Oalam hal penetapan ketentuan seperli dimaksud pacta Pasal 2 huruf c.
kepada Badan/Perorangan yang bcrsangkutan diwajibkao terlebih da·
hulu rncmbuat suarat pernyataan kes.anggupan dan kesungguhan untuk
mernatuhi pcrsyaratan yang ditetapkan olclt Gubernur Kcpala Daerah.

Pasal4

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditet.1pkan ke­
mudian.

P:isal 5

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 April 1992

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditelapkan, dengan ke·
tentuan iCgala 5esuatu akan diubah dan dipcrbaiki kembali sebagai·
mana mestinya apabila di kemudian bari ternyata terdapat kckeLiruan
dalam keputusnan ini.

WIYOGO ATMODARMINTO

T.M. SILALAHI, S.H.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

u.b
KEPALA BIRO HUKUM.

Pembebasan 'akasi/lallan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ke·
putusan mi, yang dilakukan taopa terlebih dahulu memperoleh SP3L
diken:tkan ketentuan dengan alternatif iCbagai berikut :

a. Gubernur Kepala Dacrah dapat menguasai lokasi/lahan dimaksud
untuk diatur dan ditetapkan lebili Ianjut pemanfaatannya sesuai
dengan ketcntuan yang berlaku atau;

b. Gubernur Kepala Daerah dapat mcnetapkan penc:uJangan lokasil
lahan dimaksud kepada pihak lain dengan kctentuan penyclesaian­
nya diatur Lebili Janjul oleh Gubernur Kcpala Daerah sesuai dengan
ketcntuan yang berlaku atau;

c_ Kepada Badan/Perorangan yang bersangkutan dapat diberikan
kesempatan untuk mengajukan permohonan SP3 L dengan per­
syaratan sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Oacrah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 540 Tahun 1990 tan,ggal 31 Maret 1990
dan atau SIIYf dengan persyaratao sesuai dengan Keputusan Gu­
bernur Kcpala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Oa. 11/3/111
1972 tanggal 2 FebruaTi 1972 tentang Pcnycmpurnaan Proscdur
Permohonan Izin Penunjukan Penggunaan Tanah, serta dikenakan
kewajiban tambahan yang dilelapkan oleh Gubernur KepaJa Daerah
Khusus Ibukota Jakarta. sebagai bcrikul :

LJ? Tahun 19Q, No. 4A Sed D Nomnr 76




